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ABSTRAK 

 

 

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 

22 OLEH PT JX 

 

 
PT JX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri 

kehutanan (sebagai pabrik furnitur kayu), sebagai Pengusaha Kena Pajak PT JX 

memipunyai kewajiban sebagai memotong PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil 

hutan untuk keperluan industrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan 

hasil kehutanan dari pemasok kayu dalam hal ini PT Bali Bintang Indonesia. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan 

hasil kehutanan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

pelaporan PPh Pasal 22 telah dilakukan dengan tepat waktu sehingga sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.    

 

Kata kunci: Perhitungan, Pelaporan, PPh Pasal 22. 
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ABSTRACT 

 

 

PPH CALCULATION AND REPORTING MECHANISM 

ARTICLE 22 BY PT JX 

 

 
PT JX is a company that operates in the forestry industry (as a wooden furniture 

factory). As a Taxable Entrepreneur, PT JX has the obligation to withhold PPh Article 

22 on the purchase of forest product materials for its industrial needs. This research 

aims to find out how to apply the calculation and reporting of PPh Article 22 on 

purchases of forestry products from wood suppliers, in this case PT Bali Bintang 

Indonesia. The results of this research show that the calculation of PPh Article 22 on 

the purchase of forestry products has been carried out properly in accordance with 

applicable regulations and the reporting of PPh Article 22 has been carried out in a 

timely manner so that it complies with applicable regulations.    

 

Keywords: Calculation, Reporting, Income Tax Article 22. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1     Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara untuk 

meningkatkan kesejatraan masyarakat. Pembangunan nasional penting dilakukan suatu 

negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejatraan masyarakat dan juga menentukan 

perkembangan suatu negara agar dapat dinilai secara signifikan. Indonesia adalah salah 

satu dari negara berkembang yang melakukan pembangunan pada segala bidang. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan biaya yang besar yang berasal dari sector pajak 

(Amin at al., (2019). 

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan, pajak 

penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak 

orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh di dalam negeri maupun 

di luar negeri. Wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang 

diperolehnya baik dalam bentuk gaji, bonus, honorarium dan sebagainya untuk wajib 

pajak perorangan, sementara wajib pajak badan diwajibkan melakukan pembayaran atas 

pendapatan yang diterima atas usaha yang dilakukan. Di Indonesia pajak penghasilan 

diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, salah satunya jenis pajak penghasilan di Indonesia adalah PPh Pasal 22. 

PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam 

tahun berjalan dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemotong atau 

pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai 

kewajiban untuk memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang 

terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Tujuan pengenaan PPh Pasal 22 

adalah untuk menjaring pajak penghasilan, memperluas daya jangkau dari 

kebijaksanaan pajak penghasilan, untuk mencegah atau mengurangi keinginan wajib 

pajak dalam melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha, yang pada akhirnya akan 

mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. 

Pemotong atau pemungut pajak penghasilan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyebutkan bahwa 
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Menteri Keuangan dapat menetapkan pemungut atau pemotong PPh Pasal 22 kepada: 

(1) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang; dan (2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib 

pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut maka Menteri 

Keuangan telah menetapkan badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan 

sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan No. 

154/PMK.03/2010 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir dengan 

peraturan menteri keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan PPh Pasal 22 

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor 

atau kegiatan usaha di bidang lain. Dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut, salah 

satu yang ditetapkan sebagai pemotong atau pemungut PPh Pasal 22 adalah industri dan 

eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, 

yang melakukan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya. 

PT JX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri 

kehutanan (sebagai pabrik furniture kayu), tentunya untuk memperoleh bahan baku 

kayu sebagai keperluan industrinya harus bekerjasama dengan PT. Bali Bintang 

Indonesia (penjual kayu) untuk kelancaran proses produksinya pada PT JX. Sebagai 

perusahaan yang bergantung pada pasokan kayu, PT JX memerlukan mekanisme 

perhitungan dan pelaporan yang akurat dalam proses pembelian bahan baku tersebut. 

Sebagai pemotong PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku kayu, sebagaimana yang 

ditentukan dalam Perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 1 huruf f yang mengatur tarif 

perhitungan atas pembelian bahan - bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, 

peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan 

usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga 

pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjabarkan lebih 

lanjut tentang Bagaimana Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian 

bahan baku kayu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 pada 

PT JX dengan judul “Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas 

Pembelian Bahan Hasil Kehutanan Oleh PT JX Tahun 2024”.  



3 

 

 
 

1.2     Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil 

kehutanan (kayu) pada PT JX? 

2. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil 

kehutanan (kayu) pada PT JX? 

1.3     Tujuan 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 atas 

pembelian bahan hasil kehutanan (kayu) pada PT JX. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 atas 

pembelian bahan hasil kehutanan (kayu) pada PT JX. 

1.4     Manfaat 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1.4.1     Bagi Penulis 

Adapun manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu sebagai media untuk 

menerapkan teori atau pengetahuan perpajakan khususnya tentang Pajak 

Penghasilan (PPh) yang diperoleh selama perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi pada dunia industri, khususnya dalam 

bidang perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

1.4.2     Bagi Lembaga 

Kegunaan penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai bahan 

penyempurnaan materi perkuliahan khususnya dalam bidang perpajakan, 

serta refrensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang memerlukan dalam 

melaksanakan penelitian yang sama. 

1.4.3     Bagi Perusahaan  

Menambah referensi dalam penelitian tentang pengelolaan bahan baku 

kehutanan di sektor industri atas Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 

dengan kebijakan pajak yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 34/PMK.010/2017. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1     Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 

22 atas pembelian barang hasil kehutanan pada PT JX sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2017, maka dapat disimpulkan PT JX telah 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik yang dibuktikan dengan: 

1. Perhitungan PPh Pasal 22 terutang pada PT JX sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No.34 Tahun 2017. Diketahui harga pembelian dikalikan 

dengan tarif pajak PPh Pasal 22 atas pembelian barang hasil kehutanan yaitu 

0,25% (nol koma dua puluh lima persen) tidak termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai, maka besarnya jumlah pajak terutang sebersar Rp. 4,959,981 selama 

bulan Januari 2024. 

2. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 pada PT JX sudah tepat dengan 

menggunakan SPT Masa Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

5.2     Saran 

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat penulis 

berikan kepada PT JX adalah dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak 

diharapkan agar tetap konsisten serta tetap memperhatikan dan sesalu mengikuti 

perkembangan peraturan -peraturan Menteri keuangan yang berlaku. Sehingga wajib 

pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, jelas dan lengkap. 
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